
ISSN: 1858-4837; E-ISSN: 2598-019X 
Volume 20, Nomor 2 (2025),  
https://jurnal.uns.ac.id/region  

DOI: 10.20961/region.v20i2.89432 
 

Received: July 01, 2024; Accepted: January 14, 2024; Available online: July 31, 2025  
2598-019X Copyright © 2025, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif 
This is an open access article under the CC-BY-NC license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

Evaluasi klasterisasi pengembangan wilayah dalam muatan 
kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 berbasis 
Multi-Criteria Analysis (MCA) 

Evaluation of regional development clustering in the RPJMD of East Java Province 
2019-2024 based on Multi-Criteria Analysis (MCA) 

Shinta Novia Vera1*, Gde Abhicanika Pranata Dyaksa1, Eko Budi Santoso1, 
dan Andi Irawan1  

1Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan 
Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia 
 

*Email korespondensi: shintanovee@gmail.com 

Abstrak. Eksistensi klasterisasi wilayah berperan penting dalam mendorong kinerja 
pembangunan, aglomerasi ekonomi, dan trickle-down effect antarwilayah. Dalam 
RPJMD Provinsi Jawa Timur ditetapkan delapan klaster pembangunan sebagai stimulus 
akselerasi pembangunan dan koordinasi wilayah. Namun, implementasinya belum 
memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan pembangunan. Struktur 
pembangunan yang monosentris dan pertumbuhan sektoral yang tidak merata 
menjadi faktor utama belum tercapainya tujuan pembentukan klaster. Penelitian ini 
bertujuan mengevaluasi kinerja dan rasionalitas pembentukan klaster pembangunan 
RPJMD pada akhir masa implementasinya. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan 
sektor unggulan, pertumbuhan sektoral, dan karakteristik spasial. Analisis LQ, Tipologi 
Klassen, dan LISA dikompilasi melalui Multi-Criteria Analysis (MCA) untuk menilai 
kinerja klaster secara komprehensif. Hasil analisis menunjukkan kinerja klaster 
berdasarkan sektor unggulan lebih baik dibandingkan pertumbuhan sektoral dan 
kecenderungan spasial, mengindikasikan kabupaten/kota di Jawa Timur 
beraglomerasi terutama pada sektor unggulannya. Analisis MCA mengungkap 
ketimpangan kinerja antar klaster; tidak ada satu pun klaster yang mencapai 50% 
kinerja, dan beberapa berada di bawah rata-rata. Secara keseluruhan, pembentukan 
klaster belum signifikan dalam menstimulasi pertumbuhan dan mengatasi 
ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur. 
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Abstract. The existence of regional clustering played an important role in enhancing 
development performance, economic agglomeration, and interregional trickle-down 
effects. In its Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), East Java Province 
designated eight development clusters as a stimulus for accelerating growth and 
improving interregional coordination. However, their implementation did not 
significantly contribute to equitable development. A monocentric development 
structure and uneven sectoral growth were key factors behind the failure to achieve 
the intended goals of cluster formation. This study aimed to evaluate the performance 
and rationality of the RPJMD development clusters at the end of their implementation 
period. The evaluation applied a leading sector approach, sectoral growth analysis, and 
spatial characteristics assessment. Location Quotient (LQ), Klassen Typology, and Local 
Indicators of Spatial Association (LISA) analyses were compiled using Multi-Criteria 
Analysis (MCA) to comprehensively assess cluster performance. The results revealed 
that cluster performance based on leading sectors was better than that based on 
sectoral growth and spatial tendencies, indicating that regencies/cities in East Java 
tended to agglomerate primarily by their leading sectors. The MCA showed 
performance disparities among clusters; none achieved a 50% performance threshold, 
and several were below average. Overall, the cluster formation had not significantly 
stimulated growth nor reduced interregional disparities in East Java. 
 
Keywords: Cluster; Leading Sector; Sector Growth; Spatial Clustering

1. Pendahuluan 
Klasterisasi dalam dimensi pengembangan wilayah menjadi salah satu pilihan untuk mencapai 
dinamika dan arah pembangunan yang positif. Belakangan ini, pendekatan tersebut 
mendapatkan banyak perhatian dan menjadi fokus diskusi dalam intervensi pengambilan 
kebijakan ataupun strategi pembangunan aglomerasi wilayah [1]. Beberapa studi telah 
mencatat bahwa “klaster” berkontribusi besar pada penciptaan nilai ekonomi dan potensi 
wilayah [2]. Keberadaannya dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan antar 
wilayah yang terspesialisasi untuk saling memberikan trickle-down effect.  Hal ini berkaitan 
dengan konteks geografis klasterisasi yang memungkinkan adanya kecenderungan antar 
wilayah untuk bekerja sama dan berinteraksi melalui aglomerasi ekonomi, termasuk di 
dalamnya agregasi pasar tenaga kerja, transfer sumber daya pembangunan, dan 
pembentukan kelompok-kelompok industri [3]. Sejalan dengan konsep regional growth, 
dinamika pertumbuhan wilayah merupakan eksternalitas dari perkembangan sektor-sektor 
pembangunan wilayah sekitarnya [4]. Menjadi jelas kemudian bahwa pengembangan klaster 
dapat memainkan peran penting dalam menstimulasi kinerja pembangunan, kapasitas 
inovasi, dan daya saing pembangunan daerah [5]. 
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Tujuan akhir pengembangan wilayah adalah menciptakan keterkaitan antar wilayah untuk 
mendukung pertumbuhan sektor unggulan dan pembangunan yang adil dan merata [6]. Hal 
ini menjadi dasar bagi pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota di 
dalamnya yang memiliki potensi perekonomian beragam [7]. Provinsi Jawa Timur sejatinya 
menduduki posisi teratas dalam mendorong dan menyangga perekonomian nasional maupun 
daerah. Wilayah ini berkontribusi sebesar 25,56% terhadap perekonomian pulau Jawa dan 
menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan [8]. Meskipun demikian, pesatnya 
perkembangan perekonomian Jawa Timur tidak merepresentasikan adanya pemerataan 
pembangunan. Sebagaimana pembangunan wilayah utara-selatan, yang masih memerlukan 
perhatian terkait disparitas perekonomian dan pengembangan infrastruktur [9]. Sejalan 
dengan hal tersebut, [10] dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur 
tergolong sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Selain itu, 13 
kabupaten/kota termasuk daerah yang relatif tertinggal secara perekonomian, dan sebagian 
besar berada di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur. [11] juga menyoroti akselerasi 
pembangunan dan koordinasi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur yang masih kurang 
memadai sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan. Hal ini juga mencakup 
bagaimana sektor-sektor perekonomian di beberapa wilayah tidak tumbuh dan berkontribusi 
secara merata [12].  

Kesenjangan atau disparitas antar wilayah merupakan fenomena yang lumrah terjadi dalam 
konteks pembangunan wilayah. Variasi sumber daya, karakteristik wilayah, dan kondisi sosial 
demografi sering kali menjadi alasan utama disparitas yang berkepanjangan [13]. Kondisi 
tersebut mengakibatkan perbedaan kinerja setiap wilayah dalam menstimulasi proses 
pembangunan sehingga segregasi wilayah maju dan tertinggal tidak terhindarkan [14]. Dalam 
perspektif lain, disparitas antar wilayah merupakan konsekuensi logis dari dinamika proses 
pembangunan [15]. Mengacu konsep trickle-down effect, pembangunan ekonomi yang tidak 
merata merupakan hasil dari dominasi backwash effect di atas spreadwash effect sehingga 
menyebabkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan menumbuhkan gejala 
ketimpangan antar wilayah [16,17]. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam membangun 
kutub-kutub pertumbuhan ekonomi justru memicu sentralisasi pembangunan yang 
memperparah kesenjangan antar wilayah [16]. Sebagaimana disparitas yang terjadi di Provinsi 
Jawa Timur, industrialisasi yang terkonsentrasi di wilayah Surabaya dan sekitarnya semakin 
mendorong konsentrasi pembangunan di wilayah tersebut [12]. Dengan sejalan, penelitian 
oleh [18] menunjukkan gagalnya kebijakan aglomerasi pada wilayah Keresidenan Kediri. 
Ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di wilayah tersebut merupakan dampak dari 
menguatnya backwash effect. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah tenaga kerja 
terdidik di wilayah penyangga, sehingga menyebabkan bias pada sektor pertanian dengan 
produktivitas yang rendah. Demikian pula, kondisi disparitas di Provinsi Jawa Timur semakin 
diperparah dengan perbedaan tingkat kemiskinan, serapan angkatan kerja serta Indeks 
Pembangunan Manusia [19]. 

Parahnya disparitas di Provinsi Jawa Timur menjadi landasan pemerintah untuk mengambil 
kebijakan dan arah pembangunan wilayah, salah satunya melalui pembentukan klaster-klaster 
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kewilayahan. Secara umum, klaster kewilayahan menjadi pendekatan dalam penyusunan 
kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, 
sosial dan budaya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Terdapat beberapa kebijakan 
klasterisasi pengembangan wilayah yang telah ditetapkan, meliputi Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 80 Tahun 2019; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 
2023-2043; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2019-2023; serta beberapa Klaster Pengembangan Geopark. Klaster-klaster tersebut 
dibentuk berdasarkan kecenderungan aglomerasi wilayah dan kesamaan karakteristik spasial, 
ekonomi, serta infrastruktur. Meskipun pada prinsipnya setiap wilayah bersifat heterogen, 
namun terdapat indikasi untuk memusat dan beraglomerasi menjadi kutub-kutub 
pertumbuhan ekonomi baru [7]. Wilayah utara Jawa Timur dalam hal ini memiliki potensi 
menjadi pusat industri dan perikanan. Adapun wilayah barat-tengah dengan potensi industri 
dan pertaniannya, sementara wilayah timur-selatan mengindikasikan perkembangan di sektor 
pertanian dan pariwisata. Terdapat pula klaster lain seperti Gerbangkertosusila (GKS) yang 
menjadi andalan dengan perkembangan ekonomi yang pesat di sektor industri [20]. 

Dalam perjalanannya, kebijakan klasterisasi pembangunan di Jawa Timur tidak sejalan dengan 
ekspektasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan Jembatan Suramadu 
untuk menunjang interkoneksi antar wilayah dalam klaster GKS belum memberikan kontribusi 
bagi wilayah sekitarnya [11]. Selanjutnya, klaster metropolitan Malang Raya menghadapi 
kondisi pembangunan yang monosentris, hanya terpusat pada Kota Malang [21]. 
Pengembangan klaster Selingkar Wilis yang ditetapkan dalam Perpres  80/2019 tidak mampu 
memberikan pembangunan yang merata bagi wilayah-wilayahnya. Dalam hal ini Kabupaten 
Magetan dan Ponorogo dalam klaster tersebut memiliki kinerja pembangunan yang rendah. 
Hal serupa juga terjadi pada klaster Probomajang dan Selingkar Ijen, yang mayoritas 
wilayahnya cenderung terbelakang dalam pembangunan [22]. Penelitian oleh [6] menjelaskan 
bahwa wilayah pada klaster industri mengalami perkembangan yang signifikan, sementara 
wilayah pada klaster lainnya cenderung tertinggal. Sejalan dengan hal tersebut, pangsa sektor 
industri pengolahan mendominasi hingga 29% dan hanya memberikan serapan tenaga kerja 
di beberapa wilayah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam 
penetapan klasterisasi pembangunan sektoral [7].  

Berbagai masalah dalam pengembangan klaster di Provinsi Jawa Timur menyiratkan adanya 
ketidakrasionalan dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagaimana dijelaskan [2] bahwa 
strategi dan pendekatan klasterisasi yang ditemukan di berbagai literatur dan kebijakan pada 
umumnya tidak ideal. Hal tersebut dipengaruhi oleh intervensi dan kepentingan yang kuat 
dari pengambil kebijakan dalam menetapkan klaster-klaster pembangunan wilayah [7]. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat rasionalitas pembentukan klaster 
pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kinerja pembangunan ekonomi, 
kesejahteraan masyarakat, dan karakteristik spasial. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah 
menawarkan perspektif baru dalam mengevaluasi keberhasilan pengembangan wilayah 
berdasarkan klasterisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan. Evaluasi 
kinerja klaster pada penelitian ini dibatasi pada klaster pembangunan berdasarkan RPJMD 
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Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Gambar 1). Hal ini berkaitan dengan RPJMD sebagai 
sebuah rencana pembangunan dan menjadi alat untuk mengimplementasikan strategi 
pengambil kebijakan, sehingga substansinya berpotensi sangat dinamis [23]. Selain itu, klaster 
pembangunan RPJMD telah memasuki tahun terakhir implementasinya sehingga dapat 
dilakukan penilaian terhadap kinerja pembangunannya selama lima tahun. Penelitian ini 
penting untuk mengetahui rasionalitas dan kinerja penetapan klaster pembangunan serta 
dapat menjadi acuan penyusunan arah pengembangan dan penetapan RPJMD berikutnya. 

 

Gambar 1. Klaster Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 [24]. 

2. Metode 
Bagian metode terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dengan jenis data kuantitatif dan data spasial. 
Sementara metode analisis yang digunakan berupa metode kuantitatif yang kemudian 
diinterpretasikan secara deskriptif. 

2.1. Pengumpulan data 
Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari jenis data kuantitatif dan data spasial 
dengan unit spasial wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun data kuantitatif antara lain nilai PDRB 
AHDB dan ADHK 17 sektor dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 
dan 2023, data jumlah tenaga kerja tiap sektor tahun 2019 dan 2023, jumlah produksi tiap 
sektor, nilai Penanaman Modal Asing (PMA), nilai Penyertaan Model Negara (PMN), jumlah 
industri besar dan kecil-menengah, jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah 
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks GINI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, angka rata-rata lama sekolah dan angka 
harapan hidup. Sementara itu, data spasial terdiri dari administrasi wilayah Provinsi Jawa 
Timur dengan 38 unit spasial kabupaten/kota. 

2.2. Analisis Location Quotient (LQ) 
Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk  menentukan  kategori  suatu  sektor basis 
dan non basis. Analisis LQ dapat mengidentifikasi keunggulan komparatif atau sektor unggulan 
suatu wilayah melalui perbandingan peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah itu 
dengan peran sektor serupa dalam perekonomian di tingkat lebih tinggi yaitu regional maupun 
nasional [25]. Perhitungan LQ diformulasikan sebagai berikut. 

LQ = 
pij/pj

Pik/Pk
 

Keterangan:  
pi = nilai PDRB sektor i di kabupaten/kota j 
pj = total PDRB di kabupaten/kota j 
Pik = nilai PDRB sektor i di provinsi k 
Pk = total PDRB sektor i di provinsi k 

Jika nilai LQ suatu sektor x dalam wilayah kabupaten/kota i dibandingkan dengan wilayah 
provinsi j dan didapatkan nilai LQ>1 maka sektor x di kabupaten/kota i merupakan sektor basis 
dan melebihi provinsi j; jika LQ<1 maka sektor x di kabupaten/kota i merupakan sektor non 
basis dan memiliki performa di bawah provinsi j; dan jika LQ=0 maka performa sektor x di 
kabupaten/kota i seimbang dengan performa provinsi j. Semakin tinggi nilai LQ maka semakin 
tinggi keunggulan komparatif sektor di wilayah tersebut, berlaku sebaliknya [26]. 

2.3. Analisis tipologi Klassen 
Analisis tipologi Klassen bertujuan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan 
ekonomi pada tiap-tiap wilayah [25]. Kegunaan utama analisis ini adalah untuk 
mengelompokkan berbagai objek ke dalam beberapa klaster. Objek-objek yang berada dalam 
satu klaster yang sama artinya, memiliki kesamaan karakteristik yang lebih identik 
dibandingkan dengan objek yang menempati klaster lainnya [27]. Pembentukan klaster 
tipologi Klassen dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa karakteristik tertentu seperti 
laju pertumbuhan sektor, kontribusi sektor, kontribusi tenaga kerja, dan kontribusi total 
produksi sektor terhadap PDRB suatu wilayah. Klasterisasi tersebut kemudian dikelompokkan 
dan diilustrasikan melalui sebuah kuadran yang dibuat dengan bantuan software IBM SPSS 
Statistics 25. Mengadaptasi kuadran tipologi klassen oleh [28] dalam memetakan sektor 
pertumbuhan ekonomi regional, penelitian ini menggunakan kuadran yang memuat informasi 
dan syarat tipologi dengan bentuk kuadran seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kuadran tipologi Klassen [28]. 

2.4. Analisis Local Indicators of Spatial Association (LISA) 
LISA adalah teknik analisis statistik berbasis ruang yang akan memberikan indikasi terkait 
pengelompokan spasial dari kesamaan nilai-nilai yang diamati dalam wilayah tertentu [29]. 
Korelasi kedekatan dalam satu ruang juga disebut sebagai autokorelasi spasial. Autokorelasi 
spasial menggambarkan pola penyebaran sistemik dari sebuah variabel yang berarti bahwa  
nilai amatan di wilayah i dipengaruhi oleh nilai amatan di wilayah sekitarnya yang berdekatan 
[30]. Berbagai studi tentang autokorelasi spasial menggunakan Indeks Moran global [31] dan 
indeks Moran lokal (LISA) [29] sebagai indikator pengukurannya. Pada prinsipnya, nilai LISA 
akan sebanding dengan nilai indeks Moran [29]. Indeks Moran global menggambarkan 
autokorelasi spasial wilayah secara keseluruhan sehingga tidak mampu memberi informasi 
pada satu unit wilayah tertentu [32]. Maka untuk melihat kecenderungan hubungan spasial 
lokal di tiap unit lokasi digunakanlah LISA [33] yang kemudian digunakan untuk analisis dalam 
penelitian ini. Dalam melakukan analisis LISA, digunakan software GeoDaTM [34,35] yang juga 
digunakan untuk memvisualisasikan pemetaan klaster pada penelitian ini. Perhitungan LISA 
diformulasikan sebagai berikut. 

Li = Zi ∑ (wi, j

n

J

Zj) 

Keterangan: 
Wi,j = bobot spasial antara i dan j 
Zi, Zj = simpangan rata-rata, penjumlahan j hanya untuk wilayah yang bertetangga 

Nilai koefisien korelasi (Li) berkisar antara -1 hingga 1, dengan -1 menunjukkan 
pengelompokan sempurna dengan nilai yang berbeda (autokorelasi negatif), 0 menunjukkan 
tidak ada autokorelasi (random) dan +1 menunjukkan pengelompokan sempurna untuk nilai 
yang mirip ataupun sama (autokorelasi positif) [3]. Hasil analisis LISA kemudian 
diinterpretasikan melalui Moran Scatterplot untuk melihat pengelompokan variabel yang 
terklaster maupun terdispersi melalui empat kuadran. Mengadaptasi dari [33,34,36] grafik 
yang akan digunakan dalam penelitian ini diilustrasikan seperti pada Gambar 3. 



 

 

S N Vera et al, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Vol. 20(2) 2025, 547-570 

Received: July 01, 2024; Accepted: January 14, 2024; Available online: July 31, 2025 554 
2598-019X Copyright © 2025, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif 
This is an open access article under the CC-BY-NC license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 

Gambar 3. Grafik Moran Scatterplot [33,34,36]. 

Keterangan: 
H = High/nilai amatan tinggi 
L = Low/nilai amatan rendah 

2.5. Analisis Multi Criteria Analysis (MCA) 
Analisis multi kriteria adalah metode yang secara luas digunakan dalam pengambilan 
keputusan berdasarkan berbagai alternatif solusi dari multi kriteria [37]. Proses pengambilan 
keputusan sering kali dihadapkan dengan kendala terkait kompleksitas masalah dan kriteria 
yang sulit diukur [37] sehingga digunakanlah analisis multi kriteria yang diaplikasikan secara 
kuantitatif [38]. Menurut [39], setidaknya dalam pengambilan keputusan digunakan minimal 
dua kriteria penilaian. Selain itu, dalam mengembangkan analisis multi kriteria untuk 
pengambilan keputusan, diperlukan kombinasi metodologi yang mampu mengidentifikasi 
atau menganalisis variabel/kriteria secara rasional [40].  

Dalam penelitian ini, analisis multi kriteria digunakan untuk melakukan pembobotan atas 
beberapa kriteria yang akan digunakan dalam menilai kinerja suatu wilayah aglomerasi 
berdasarkan klasterisasi kabupaten/kota di Jawa Timur menurut arahan RPJMD seperti dapat 
dilihat pada Tabel 1. Kriteria yang dinilai antara lain adalah aspek ekonomi (kontribusi tiap 
sektor sektor, kontribusi tenaga kerja dan kontribusi produksi dari 17 sektor PDRB, jumlah 
industri, nilai PMA dan PMDN), dan aspek kesejahteraan masyarakat (PDRB ADHB, TPT, TPAK, 
Indeks Gini, IPM, Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, Angka rata-rata lama 
sekolah, dan Angka harapan hidup) dari keseluruhan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur. Multi kriteria tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis LQ, Klassen dan LISA 
untuk menguantifikasikan masing-masing kriteria berdasarkan kinerjanya sehingga, akan 
diperoleh skor dari seluruh kriteria dan kemudian dapat dilakukan pembobotan melalui MCA. 
Pembobotan kriteria dalam penelitian ini menggunakan skala 0-3 dimana 0 sebagai nilai batas 
bawah (terendah) hingga 3 (tertinggi) dengan mengikuti kaidah penilaian dari masing-masing 
analisis.  
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Analisis MCA pada penelitian ini digunakan untuk mensintesis berbagai hasil dari analisis 
sebelumnya sehingga, dapat diketahui nilai kinerja tiap klaster di Jawa Timur. Setelah nilai 
kinerja didapatkan kemudian dilakukan kembali analisis LISA untuk memvalidasi dan melihat 
signifikansi kinerja tiap klaster secara spasial. 

Tabel 1. Kriteria penilaian. 

Indikator Analisis Skor Interpretasi 

PDRB 17 Sektor LQ 0 Sektor Non-Basis 
  1 Sektor Basis 

PDRB 17 Sektor, Kontribusi Tenaga Kerja, 
Kontribusi Produksi, Jumlah Industri, PMA, 
PMDN, PDRB ADHB, TPT, TPAK, Indeks Gini, IPM, 
Tingkat Kemiskinan, Angka Rata-Rata Lama 
Sekolah, Angka Harapan Hidup 

Klassen 0 Sektor Relatif Tertinggal 
 1 Sektor Maju Tapi Tertekan 
 2 Sektor Berkembang Cepat 

 
3 Sektor Maju dan Cepat 

Tumbuh 

PDRB 17 Sektor, Kontribusi Tenaga Kerja, 
Kontribusi Produksi, Jumlah Industri, PMA, 
PMDN, PDRB ADHB, TPAK, IPM, Angka Rata-Rata 
Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup 

LISA 0 Low-Low (L-L) 
 1 Low-High (L-H) 
 2 High-Low (H-L) 

 3 High-High (H-H) 

TPT, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan LISA 3 Low-Low (L-L) 
 2 Low-High (L-H) 
 1 High-Low (H-L) 
 0 High-High (H-H) 

2.6. Kerangka penelitian 
Data yang telah dikumpulkan dan kemudian dianalisis menggunakan serangkaian metode 
yang telah dijelaskan sebelumnya akan diilustrasikan dalam kerangka penelitian dalam 
Gambar 4. Kerangka pikir tersebut memuat metode, data, indikator serta alur analisisnya. 
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Gambar 4. Kerangka penelitian. 

3. Hasil penelitian dan pembahasan 

3.1. Kinerja klaster berdasarkan sektor unggulan 
Kinerja klaster berdasarkan sektor unggulan diperoleh melalui analisis LQ. Klaster Madura 
menjadi klaster dengan kinerja tertinggi berdasarkan sektor unggulan, sementara Klaster 
Probomajang memiliki kinerja yang paling rendah. Kinerja pembangunan Klaster Madura 
mencapai 100%, dengan total skor LQ 12. Klaster ini diarahkan pada tiga sektor pembangunan 
yaitu sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan, dan sektor peternakan, dengan 4 
wilayah kabupaten meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten 
Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan. Hal ini menunjukkan bahwa tiap sektor pembangunan 
di masing-masing wilayah merupakan sektor basis dan berkontribusi secara sektoral terhadap 
masing-masing wilayah serta menggambarkan keunggulan komparatif terhadap Klaster 
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Madura. Dengan demikian, penetapan klaster Madura dalam RPJMD telah sesuai dan sejalan 
dengan kinerja sektoral pembangunannya. Klaster Madura ke depannya mampu memicu 
produktivitas sektoralnya sesuai dengan arahan dalam RPJMD. Sementara Klaster 
Probomajang memiliki nilai kinerja terendah 16,67% dengan skor 2 dari maksimal skor 6. 
Klaster ini terdiri dari 2 sektor yaitu sektor pertanian dan perkebunan serta sektor industri 
dengan anggotanya yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. 
Kinerja klaster pada Klaster Probomajang menggambarkan bahwa kabupaten/kota di klaster 
ini tidak memiliki keunggulan komparatif karena kontribusi PDRB sektoralnya yang masih 
rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa klasterisasi yang diarahkan oleh RPJMD untuk 
meningkatkan nilai tambah sektoral dalam implementasinya tidak bekerja secara maksimal.  

Hasil kinerja klaster pembangunan berdasarkan sektor unggulan kemudian diilustrasikan pada 
Gambar 5 dan jika diamati secara sekilas, kinerja klaster pembangunan berdasarkan nilai 
sektor unggulan di Jawa Timur memiliki nilai rata-rata kinerja 63,47% yang dapat dipandang 
cukup baik. Namun, apabila ditinjau lebih dalam, masih terdapat 3 klaster yang di kinerjanya 
di bawah rata-rata Jawa Timur. Hal ini menandakan masih terdapat ketidakmerataan 
pembangunan antar klaster di Jawa Timur berdasarkan performa aspek perekonomiannya. 
Selain itu, ketidakmerataan ini juga mencirikan bahwa tujuan klasterisasi yang diarahkan oleh 
RPJMD untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan pembangunan di tiap 
kabupaten/kota selama periode 2019-2024 tidak tercapai. Dapat disimpulkan, berdasarkan 
kinerja klaster pembangunan dari perspektif sektor unggulannya, arahan klasterisasi RPJMD 
Jawa Timur Tahun 2019-2024 memiliki kinerja yang cukup baik. Namun demikian, klasterisasi 
tersebut tidak dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan di tiap kabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Timur. 

 

Gambar 5. Kinerja klaster pembangunan RPJMD 
berdasarkan sektor unggulan. 

3.2. Kinerja klaster berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan sektoral 
Kinerja klaster berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan sektoral  diperoleh melalui analisis 
Tipologi Klassen. Berbeda dengan analisis LQ sebelumnya yang hanya menggunakan indikator 
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aspek ekonomi, analisis klassen juga memasukkan aspek kesejahteraan masyarakat di 
samping aspek ekonomi dimana hal ini menunjukkan bahwa penilaian pertumbuhan sektoral 
lebih kompleks dan mempertimbangkan lebih banyak kriteria. Klaster dengan kinerja tertinggi 
diduduki oleh Klaster Madura, sementara kinerja terendah berada di Klaster Wilis Selatan. 
Klaster Madura sebagai klaster dengan kinerja tertinggi yang juga sejalan dengan hasil analisis 
LQ, memiliki nilai kinerja 58,82%  dalam kontribusi dan pertumbuhan sektoralnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa kontribusi aspek ekonomi melalui nilai PDRB sektoral menjadi faktor 
utama pesatnya pertumbuhan sektoral pada Klaster Madura. Dapat juga dikatakan bahwa 
nilai kinerja berbagai kriteria dalam Klaster Madura berstatus maju dan tumbuh cepat. 
Sedangkan jika dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, kabupaten-kabupaten dalam 
klaster ini cenderung memiliki performa komponen kesejahteraan masyarakat yang beragam. 

Kontribusi PDRB dan pertumbuhan sektoral yang tinggi di Klaster Madura ternyata tidak selalu 
sejalan dengan berkurangnya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan yang 
dibuktikan bahwa pada Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep memiliki skor kinerja 
rendah yaitu 1 sedangkan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang memiliki skor 
kinerja tinggi yaitu 3. Selain itu, skor pada indeks gini untuk keseluruhan kabupaten pada 
Klaster Madura tergolong rendah yaitu 0 hingga 1 yang menunjukkan masih adanya 
ketimpangan antar kabupaten dalam satu Klaster Madura. Berdasarkan hal tersebut maka, 
program pembangunan pada RPJMD Jawa Timur 2019-2024 dalam upaya penurunan 
persentase penduduk miskin serta mengatasi ketimpangan antar kabupaten melalui 
klasterisasi wilayah tidak dapat menjawab permasalahan secara progresif dan signifikan. 
Kemudian jika dikaji lebih rinci terkait komponen kriteria kesejahteraan masyarakat, Klaster 
Madura cenderung memiliki skor yang rendah terhadap kriteria lama sekolah dan TPT. Hal 
tersebut menggambarkan bahwa aspek pendidikan menjadi faktor penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Apabila diamati mengenai keterkaitan antara hasil analisis LQ yang memiliki nilai ketercapaian 
maksimal yaitu 100% dengan hasil analisis klassen dengan nilai 58,82% dalam Klaster Madura, 
maka hasil keduanya memiliki selisih yang cukup jauh. Hal tersebut menggambarkan bahwa 
aspek kesejahteraan masyarakat dengan jumlah kriterianya yang lebih banyak dan beragam 
dan tidak termasuk ke dalam indikator penilaian LQ, memiliki dampak yang cukup besar dalam 
mempengaruhi kontribusi dan pertumbuhan sektoral Klaster Madura. Sementara itu, klaster 
dengan kinerja terendah yaitu Klaster Wilis Selatan memiliki nilai kinerja 40,42% dalam 
kontribusi dan pertumbuhan sektoralnya. Menarik untuk diamati bahwa kinerja Klaster Wilis 
Selatan dengan skor terendah, berkebalikan dengan kinerja yang diukur melalui analisis LQ 
sebagai urutan kinerja tertinggi kedua dengan skor 80%. Perbedaan dengan rentang cukup 
jauh tersebut juga menggambarkan bahwa aspek kesejahteraan masyarakat menjadi kriteria 
yang cukup berkontribusi terhadap kinerja pertumbuhan sektoral Klaster Wilis Selatan.   

Nilai kinerja klaster pembangunan berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan sektoral 
selanjutnya dituangkan melalui informasi grafis pada Gambar 6. Rata-rata nilai kinerja klaster 
berdasarkan analisis klassen memiliki capaian 47,36% yang tergolong kurang maksimal namun 
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dengan nilai kinerja antar klaster yang tidak jauh berbeda. Hal ini dapat menandakan bahwa 
klasterisasi berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan sektoral berdasarkan arahan RPJMD 
Jawa Timur dapat dikatakan sudah sesuai karena nilai kesamaan kinerja antar klaster yang 
tidak menandakan ketimpangan. Hanya saja, sebagai catatan bahwa kinerja klaster 
pembangunan berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan sektoral ini sangat dipengaruhi oleh 
kinerja aspek kesejahteraan masyarakat. Maka dengan pertumbuhan sektoral yang tergolong 
masih cukup rendah ini, perlu dilakukan peningkatan kinerja salah satunya melalui arahan 
kebijakan RPJMD Jawa Timur ke depannya dengan lebih memberikan perhatian terhadap 
berbagai aspek kesejahteraan masyarakat seperti fokus perbaikan sektor pendidikan untuk 
meningkatkan IPM dan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan kualitas kesehatan 
masyarakat untuk dapat menekan angka mortalitas sehingga kinerja angka harapan hidup juga 
dapat mengalami peningkatan, serta dapat didukung dengan berbagai program 
pembangunan masyarakat lainnya. 

 

Gambar 6. Kinerja klaster pembangunan RPJMD berdasarkan 
kontribusi dan pertumbuhan sektoral. 

3.3. Kinerja klaster berdasarkan kecenderungan spasial 
Kinerja klaster berdasarkan kecenderungan spasial diperoleh melalui analisis LISA, 
menggunakan indikator yang sama dengan analisis Tipologi Klassen dalam evaluasi kinerja 
berbasis pertumbuhan sektoral. Dalam penelitian ini, analisis LISA diintepretasikan dengan 
kondisi bahwa kinerja klaster akan semakin baik apabila wilayah-wilayah di dalamnya dapat 
mengelompok (high-high ataupun low-low), dan akan semakin buruk apabila tidak signifikan 
ataupun menghasilkan outlier (high-low ataupun low-high) (Gambar 7). Dapat 
diinterpretasikan selanjutnya bahwa Klaster Metropolitan menjadi klaster dengan kinerja 
tertinggi berdasarkan kecenderungan spasial, sementara Klaster Wilis Selatan memiliki kinerja 
yang paling buruk. Hal ini sejalan dengan temuan [20] bahwa klaster metropolitan yang 
sebagian besarnya dibentuk dari kawasan GKS menjadi andalan untuk mendorong 
pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten 
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Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah dengan kinerja tertinggi dalam klaster 
ini, khususnya dalam hal pembangunan sektor perdagangan dan jasa, industri, dan 
kesejahteraan masyarakat yang beraglomerasi dengan kecenderungan high-high. Kondisi 
sedemikian halnya mengindikasikan bahwa keempat wilayah tersebut tumbuh secara 
bersamaan. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi PDRB, tenaga kerja, jumlah industri, indeks 
pembangunan manusia, dan angka harapan hidup yang serupa di ketiga wilayah tersebut dan 
menunjukkan kecenderungan pemerataan pembangunan.  

Tiga wilayah lainnya dalam Klaster Metropolitan yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, 
dan Kota Mojokerto justru menunjukkan kecenderungan spasial yang sangat berbeda. 
Diketahui bahwa kinerja Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto secara 
berurutan adalah 6%; 1%; dan 0%. Sebab, perkembangan sektor perdagangan dan jasa, 
industri, dan kesejahteraan masyarakat yang sangat timpang dari keempat kabupaten/kota 
lainnya yang cenderung terklasterisasi secara high-high. Sebagai contoh adalah kontribusi nilai 
Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Pasuruaan yang rendah dibandingkan Kota Surabaya 
maupun Kabupaten Gresik sehingga menjadi outlier low-high pada Klaster Metropolitan. 
Meskipun demikian, Kabupaten Pasuruan memiliki kontribusi tenaga kerja industri yang cukup 
tinggi sehingga membentuk kecenderungan high-high pada klaster ini. Hal tersebut 
disebabkan adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor pertambangan 
maupun industri, sebagai akibat adanya interaksi dan aglomerasi sektor tersebut di Kabupaten 
Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Kota Surabaya. Sementara itu, baik kontribusi PDRB, jumlah 
industri, karakteristik kemiskinan, dan beberapa indikator lainnya bersifat tidak signifikan 
terhadap pembangunan Klaster Metropolitan. Artinya, tidak ada korelasi dan aglomerasi yang 
terbentuk antara Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto dengan wilayah 
lainnya dalam Klaster Metropolitan. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa wilayah-
wilayah tersebut tidak berada pada klaster yang sama. Penetapan Klaster pada RTRW Provinsi 
Jawa Timur memberikan validasi mengenai hal tersebut, bahwa dalam matra spasial, 
Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan seharusnya tidak berada pada Klaster Metropolitan 
yang sebagian besar merupakan wilayah dalam Kawasan GKS.  

Klaster Wilis Selatan dengan kinerja terendah berdasarkan kecenderungan spasial sejalan 
dengan kinerja kontribusi dan pertumbuhan sektoralnya, dan berbanding terbalik dengan 
kinerja berdasarkan sektor unggulan. Dapat diketahui bahwa wilayah-wilayah yang berada 
pada klaster ini memiliki sektor unggulan yang sama sehingga sesuai untuk dikembangkan 
pada klaster yang sama. Namun demikian, apabila dilihat dari pertumbuhan sektoral dan 
kecenderungan spasialnya, justru menyebabkan adanya ketimpangan dan menyebabkan 
rendahnya kinerja pembangunan Klaster Wilis Selatan. Artinya, kesamaan dalam sektor 
unggulan tidak menjamin adanya pemerataan pertumbuhan sektoral sehingga tidak serta 
merta dapat didorong pembangunannya dalam klaster yang sama. Rendahnya kinerja 
pembangunan Klaster Wilis Selatan merepresentasikan buruknya kinerja pembangunan 
wilayah-wilayah di dalamnya. Dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator pembangunan 
sektor ekonomi tidak signifikan, baik untuk Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, 
Blitar, dan Kota Blitar. Hal ini mengindikasikan tidak adanya kesamaan dalam pertumbuhan 
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wilayah sehingga tidak terdapat kecenderungan untuk beraglomerasi. Satu-satunya potensi 
pengembangan Klaster Wilis Selatan adalah aglomerasi antara Kabupaten Blitar dan 
Tulungagung berkaitan dengan peningkatan angka harapan hidup dan pertumbuhan sektor 
pertanian serta perkebunan.  

Nilai kinerja klaster pembangunan berdasarkan kecenderungan spasial  seperti pada Gambar 
7 menunjukkan rata-rata sebesar 10,78% yang selanjutnya dapat diinterpretasikan bahwa 
pembangunan Klaster RPJMD yang telah dilakukan selama lima tahun kurang optimal dan 
tidak sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik geografis dan aglomerasi wilayah. Kondisi 
ini diperburuk dengan timpangnya kinerja pembangunan antar klaster, yang mana Klaster 
Metropolitan berkembang jauh lebih baik dibandingkan dengan klaster lainnya yang berada 
di bawah rata-rata kinerja pembangunan. Dengan demikian, arahan kebijakan pengembangan 
klaster dalam RPJMD ke depannya dapat ditetapkan berdasarkan kesamaan pertumbuhan 
wilayah dan karakteristik aglomerasi. Arah sektor pembangunan juga dapat disesuaikan 
berdasarkan kecenderungan sektor-sektor unggulan antar wilayah dengan laju perkembangan 
yang sama. 

 

Gambar 7. Kinerja klaster pembangunan RPJMD berdasarkan 
kecenderungan spasial. 

3.4. Kinerja klaster berdasarkan Multi-Criteria Analysis (MCA) 
Setelah melakukan penilaian kinerja klaster melalui analisis LQ, Klassen dan LISA, selanjutnya 
keseluruhan hasil tersebut dikompilasikan melalui analisis multi kriteria (MCA) untuk 
mengetahui kinerja klaster pembangunan RPJMD Jawa Timur secara komprehensif. Hal ini 
dimaksudkan untuk melihat kinerja klaster terhadap pembangunan wilayah apabila 
mempertimbangkan sektor unggulan, kontribusi dan pertumbuhan sektoral, serta 
kecenderungan spasial secara bersamaan. Hasil analisis ditampilkan pada Gambar 8, 
menunjukkan bahwa Klaster Metropolitan menjadi klaster dengan kinerja paling tinggi, 
sejalan dengan kinerja sebagian besar kabupaten/kota-nya yang lebih baik dibandingkan 
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wilayah lainnya pada klaster yang berbeda. Meskipun demikian, Klaster Metropolitan hanya 
memiliki kinerja sebesar 40,66% dan beberapa kabupaten/kota masih mengalami 
ketimpangan pembangunan.  

Adapun untuk Klaster Malang Raya, merupakan klaster dengan kinerja paling rendah. 
Sebagaimana dijelaskan [21] bahwa pembangunan wilayah pada Klaster Malang Raya bersifat 
monosentris, hanya terpusat di Kota Malang. Pengaruh paling tinggi terhadap kinerja Klaster 
Malang Raya adalah kecenderungan spasial masing-masing wilayahnya yang sulit 
beraglomerasi khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Demikian pula rendahnya 
kinerja klaster pembangunan RPJMD lainnya disebabkan minimnya pola autokorelasi spasial 
antar wilayah kabupaten/kota dalam klaster yang sama. Senada dengan hal tersebut, tidak 
ada satu pun klaster pembangunan RPJMD yang dapat memenuhi persentase kinerja sebesar 
50%, dan beberapa klaster memiliki kinerja di bawah rata-rata.  

Apabila diamati, hanya terdapat empat klaster yang kinerjanya berada di atas garis rata-rata 
kinerja klaster, meliputi Klaster Wilis Utara, Klaster Metropolitan, Klaster Probomajang, dan 
Klaster Madura. Kondisi tersebut dipengaruhi kinerja sektor unggulan yang cukup signifikan di 
masing-masing klaster tersebut, terkecuali Klaster Probomajang yang sebagian besar 
kinerjanya merupakan kontribusi dari pertumbuhan sektor pertanian serta perkebunan. 
Berbagai kondisi yang dijelaskan mengindikasikan ketidakberhasilan klaster pembangunan 
RPJMD dalam mendorong pertumbuhan wilayah, sebab masih terdapat ketimpangan antar 
wilayah dan juga sektor pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini didukung penelitian oleh 
[22] bahwa kinerja pembangunan di kabupaten/kota Jawa Timur tidak signifikan dan tidak 
membentuk pola spasial untuk terklasterisasi, meskipun dalam hal ini wilayah-wilayah yang 
berada pada Klaster Metropolitan beraglomerasi secara high-high, sementara pada Klaster 
Ijen-Probomajang cenderung terklasterisasi low-low. 

 

Gambar 8. Kinerja klaster pembangunan RPJMD berdasarkan 
Multi-Criteria Analysis (MCA). 
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3.5. Kecenderungan kinerja spasial kabupaten/kota terhadap klaster dan kontribusinya 
terhadap Provinsi Jawa Timur 
Setelah melakukan skoring keseluruhan terhadap setiap klaster pengembangan dalam RPJMD 
Provinsi Jawa Timur 2019-2024 untuk masing-masing kabupaten/kota, selanjutnya 
dibandingkan dalam skala satu Provinsi Jawa Timur menggunakan analisis LISA. Hasil 
kecenderungan nilai kinerja secara spasial untuk kabupaten/kota terhadap klaster kemudian 
dituangkan dalam Gambar 9 sementara kecenderungan nilai kinerja spasial untuk 
kabupaten/kota terhadap provinsi diilustrasikan pada Gambar 10. Pada Gambar 9 dapat 
dilihat bahwa terbentuk 3 klasifikasi LISA yaitu high-high, low-low dan not significant untuk 
kecenderungan spasial kabupaten/kota terhadap klaster. Wilayah dengan kinerja penilaian 
not significant menandakan tidak adanya pembentukan klaster di berbagai kabupaten/kota 
tersebut karena tidak memiliki kesamaan baik secara kontribusi sektoral dan pertumbuhannya 
serta tidak memiliki hubungan keruangan yang berkorelasi positif satu-sama lainnya walaupun 
di antaranya saling bertetanggaan dan bersinggungan langsung secara spasial. 

Selanjutnya, untuk kinerja high-high muncul pada Klaster Ijen dan Klaster Probomajang. 
Kabupaten/kota yang muncul pada Klaster Ijen hanyalah Kabupaten Jember dan menandakan 
bahwa Kabupaten Jember adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki kontribusi serta 
pertumbuhan sektoral yang tinggi pada klaster tersebut. Hal tersebut sekaligus dapat 
menggambarkan bahwa kabupaten/kota lain selain Kabupaten Jember sama-sama memiliki 
kontribusi dan pertumbuhan yang lambat. Fenomena serupa juga terjadi pada Klaster 
Probomajang yang terdiri atas Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten 
Lumajang. Ketiga wilayah tersebut pada dasarnya memiliki potensi untuk saling 
beraglomerasi. Sebab, ketiga wilayah memiliki nilai kinerja pertumbuhan sektoral yang hampir 
sama. Meskipun demikian, Kabupaten Lumajang dan Kota Probolinggo tidak menunjukkan 
adanya kecenderungan spasial untuk membentuk klaster dengan Kabupaten Probilonggo 
akibat perbedaan tingkat pertumbuhan. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi pada Klaster 
Wilis Utara yang berkategori low-low. Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan yang 
muncul pada klaster ini mengindikasikan kontribusi dan pertumbuhan sektoral kedua 
kabupaten ini relatif sama-sama tertinggal daripada kabupaten/kota lain (nilai rendah 
dikelilingi oleh nilai tinggi) dalam Klaster Wilis Utara. 
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Gambar 9. Kinerja spasial kabupaten/kota terhadap klaster pembangunan RPJMD. 

Berbeda dengan hasil kecenderungan nilai kinerja secara spasial sebelumnya, performa 
kabupaten/kota terhadap Provinsi Jawa Timur terlihat lebih baik dengan tambahan klaster 
yang terbentuk seperti divisualisasikan pada Gambar 10. Terdapat kesamaan pada Klaster 
Wilis Utara yang masih berkategori low-low dengan komposisi kabupaten/kota yang sama 
pula. Hal ini menandakan bahwa baik kontribusi dan pertumbuhan sektoral Kabupaten 
Magetan dan Kabupaten terhadap klaster maupun terhadap Provinsi Jawa Timur, sama-sama 
memiliki nilai rendah dan dikelilingi oleh wilayah dengan kontribusi serta pertumbuhan 
sektoral yang tinggi di sekitarnya. Sedangkan Klaster Probomajang dan Klaster Ijen tidak 
muncul pada Gambar 10. yang dapat memberi penjelasan bahwa tiap-tiap kabupaten/kota 
dari anggota klaster tersebut memiliki kinerja yang sangat beragam terhadap Provinsi 
sehingga, tidak terdapat signifikansi pembentukan klaster di antaranya. 

Hal menarik yang kemudian dapat disoroti adalah Klaster Metropolitan sebagai salah satu 
wilayah aglomerasi yang cukup populer karena keberadaan klaster GKS di dalamnya dengan 
kontribusi sektor unggulan, pertumbuhan sektoral, dan kecenderungan kinerja spasial hingga 
hasil keseluruhan MCA yang konsisten memiliki nilai kinerja tinggi, seharusnya klaster tersebut 
muncul pada hasil akhir analisis baik pada Gambar 9 dan Gambar 10. Namun demikian, Klaster 
Metropolitan hanya muncul pada Gambar 10 dengan anggota Kabupaten Sidoarjo, Kota 
Surabaya dan Kabupaten Gresik saja dan tidak muncul pada Gambar 9. Inkonsistensi tersebut 
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dapat dijelaskan dari hasil kinerja Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto misalnya, 
yang tidak memiliki nilai kontribusi dan pertumbuhan sektoral tinggi dan timpang dengan nilai 
kinerja Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang tinggi sehingga, mempengaruhi kinerja 
dalam satu klaster induk tersebut dan berdampak pada nilai kinerja klaster yang tidak 
signifikan. Adanya ketidaksignifikansian tersebut mendukung hasil sesuai dengan Gambar 9 
bahwa atas ketimpangan kinerja yang terjadi antar kabupaten/kota terhadap klaster, maka 
Klaster Metropolitan tidak dapat terbentuk. Sedangkan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya 
dan Kabupaten Gresik kemudian muncul pada Gambar 10. yang menjelaskan bahwa pada 
implementasinya, kontribusi dan pertumbuhan masing-masing dari kedua kabupaten tersebut 
terhadap Provinsi Jawa Timur memanglah sama-sama tinggi sehingga kemudian terbentuk 
klaster dengan kategori high-high. Selanjutnya, jika diamati lebih jauh, Klaster Labonegoro 
dengan satu-satunya anggota yang muncul yaitu Kabupaten Lamongan memiliki kinerja low-
high, secara lokasi bertetanggaan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten 
Gresik dimana keempat kabupaten/kota tersebut cenderung memiliki kinerja yang serupa 
dengan kecenderungan spasial yang juga identik sehingga, berpotensi untuk terbentuknya 
klaster baru dengan tergabungnya Kabupaten Lamongan dengan 3 kabupaten/kota anggota 
Klaster Metropolitan tersebut. 

 

Gambar 10. Kinerja spasial kabupaten/kota terhadap Provinsi Jawa Timur. 
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4. Kesimpulan 
Mengacu pada hasil evaluasi LISA 2 terhadap performa klaster RPJMD Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2019-2024 berdasarkan kompilasi kinerja, sektor unggulan, pertumbuhan sektoral, dan 
kecenderungan spasial, dapat diamati bahwa terdapat keragaman kinerja dan pola 
kecenderungan yang terbentuk antar klaster pembangunan. Pada Klaster Labanegoro, terlihat 
bahwa Kabupaten Tuban memiliki nilai kinerja tinggi daripada Kabupaten Lamongan dan 
Kabupaten Bojonegoro. Jika dilihat dari sektor pembentuk ekonomi, dapat dikatakan bahwa 
ketiga wilayah dalam klaster ini memiliki potensi sektor ekonomi yang berbeda, dan klaster 
dinyatakan belum terbentuk secara signifikan. Justru Kabupaten Lamongan memiliki 
kecenderungan untuk membentuk klaster baru dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya 
dan Kabupaten Gresik dengan klaster induk metropolitan. Klaster Wilis Utara dengan 
Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan yang muncul menggambarkan kontribusi dan 
pertumbuhan sektoral kedua kabupaten ini terhadap klaster induk maupun provinsi relatif 
sama-sama tertinggal daripada kabupaten/kota lain dalam satu Klaster Wilis Utara. Sementara 
itu, Klaster Wilis Selatan dan Klaster Malang Raya tidak memiliki signifikansi untuk 
pembentukan klaster karena kinerja dan pertumbuhan sektoralnya yang sangat beragam. 
Selanjutnya, Klaster Metropolitan diketahui bahwa hanya Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, 
dan Kabupaten Gresik saja yang memiliki signifikansi perkembangan dibandingkan daerah lain 
dalam klaster tersebut, sehingga juga dapat dikatakan bahwa klaster ini pada dasarnya belum 
signifikan terbentuk. 

Klaster Ijen dalam hal ini juga belum menunjukkan performa yang optimal dalam mendorong 
pertumbuhan antar wilayah di dalamnya. Sebab, dari empat kabupaten yang berada pada 
klaster ini, Kabupaten Jember menunjukkan perkembangan yang tinggi dibandingkan wilayah 
lain sekaligus menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan 
sektoral tinggi. Sementara itu, baik Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi 
memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil meskipun sama-sama mengalami pertumbuhan 
sektoral. Artinya, ketiga kabupaten tersebut tidak menunjukkan adanya kecenderungan untuk 
beraglomerasi dengan Kabupaten Jember. Demikian pula pada Klaster Probomajang, 
menunjukkan adanya pola monosentris dalam pembangunannya. Hal ini dapat terlihat dari 
Kabupaten Probolinggo yang cenderung lebih berkembang dibandingkan dua wilayah lain 
pada Klaster Probomajang, meskipun kontribusi dan pertumbuhan sektoral antar wilayah 
menunjukkan potensi aglomerasi. Terakhir, Klaster Madura, yang terbentuk dengan signifikan 
berdasarkan kinerja klaster yang tinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan pengelompokan 
kinerja sektoralnya secara ekonomi yang sama-sama tinggi sehingga klaster yang diarahkan 
oleh RPJMD Jawa Timur untuk klaster ini sudah cocok hanya saja dengan catatan untuk 
meningkatkan kinerja pada pembangunan masyarakatnya. 

Dapat diketahui bahwa kinerja pembangunan berdasarkan sektor unggulan, pertumbuhan 
sektoral, dan kecenderungan spasial menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Dalam 
hal ini, kinerja klaster berdasarkan sektor unggulan menunjukkan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan kinerja berdasarkan pertumbuhan sektoral dan kecenderungan spasial. 
Hal ini mengindikasikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cenderung beraglomerasi 
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hanya berdasarkan sektor unggulannya. Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan 
adanya ketimpangan kinerja antar klaster, sejalan dengan temuan bahwa tidak ada satu pun 
klaster pembangunan RPJMD yang memenuhi persentase kinerja sebesar 50%, sementara 
beberapa klaster memiliki kinerja di bawah rata-rata. Performa pembangunan masing-masing 
kabupaten/kota terhadap pembentukan klaster serta pertumbuhan wilayah Jawa Timur 
secara dominan cenderung belum signifikan dan tidak menunjukkan adanya kecenderungan 
untuk beraglomerasi. Hal tersebut juga dipengaruhi status klaster RPJMD sebagai rencana 
pembangunan, yang sering mengesampingkan aspek spasial antar wilayah dan menjadi alat 
untuk mengimplementasikan kebijakan sehingga substansinya berpotensi sangat dinamis.  

Pengembangan klaster di Provinsi Jawa Timur perlu menerapkan pendekatan secara lebih 
komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya kedekatan geografis, konektivitas spasial serta 
ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pembentukan klaster kewilayahan [41]. Sebagaimana 
terjadi pada Klaster Metropolitan, yang dalam hal ini cenderung mempertimbangkan 
kedekatan geografis. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan konektivitas spasial 
melalui penguatan integrasi transportasi untuk mendukung sistem logistik dan aksesibilitas 
wilayah. Sementara itu, Klaster Labanegoro dengan variansi sektor ekonomi antar wilayahnya, 
menunjukkan perlunya kebijakan pengembangan klaster dapat diarahkan pada kolaborasi 
investasi multi-sektor. Hal tersebut sejalan dengan konsep area fungsional sebagaimana 
dijelaskan [42] di mana setiap wilayah memiliki peran ekonomi yang mendukung 
pengembangan wilayah sekitarnya. Selain itu, pembentukan klaster juga harus 
memperhatikan kondisi sektor unggulan atau sektor basis dari suatu wilayah, misalnya pada 
Klaster Probomajang yang memiliki kinerja klasternya rendah berdasarkan kondisi sektor 
unggulannya memerlukan inovasi untuk optimalisasi sektor pada klaster tersebut. Hal 
tersebut dapa didorong melalui pembentukan innovation hub sebagaimana disebutkan [43] 
untuk memperkuat keterkaitan antar sektor unggulan. Pusat inovasi tersebut dapat 
difungsikan sebagai wadah untuk mempertemukan berbagai pihak (pemerintah, pelaku 
usaha, akademisi, dan komunitas) untuk menciptakan solusi, teknologi, dan pendekatan baru 
yang mendukung sektor unggulan. 
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